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Lahirnya UU No.22 tahun 1999 dan UU No.25 tahun 1999 merupakan tonggak sejarah bagi sistem
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, yaitu terjadinya perubahan dari sistem sentralisasi ke sistem
desentralisasi. Perubahan ini mengharuskan dilimpahkannya kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah, termasuk dialihkannya aset dan dokumen, personil, dan pembiayaan.

Jikadilihat dari pengalihan ini, pengalihan personil (Pegawai Negeri Sipil ke sektor-sektor pemerintah di
daerah) merupakan persoalan yang sangat rumit dan sangat menentukan dalam pel aksanaan pemerintahan di
daerah selanjutnya. Oleh karena itu persoalan pelimpahan kewenangan (terutama kewenangan yang
menyangkut sumber daya dan atau desentralisasi fiskal) dan pengalihan PNS diangkat menjadi persoalan
utamatesisini.

Pada kenyataannya dalam pel aksanaan pelimpahan kewenangan (dalam artian desentralisasi fiskal) tetap
dikendalikan oleh Pemerintah Pusat, dengan tujuan agar pemerintah pusat dapat mengontrol dan menjaga
keseimbangan antara besarnya kewenangan (dalam artian desentralisasi politis dan fungsi) yang
dilimpahkan kepada pemerintah di Daerah dengan penerapan kebijakan fiskal (dalam hal ini kebijakan
DAU).

Dari penelitian menunjukkan, bahwa terdapat hubungan yang positip searah dan kuat antara kebijakan
Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah. Hal ini dapat terlihat dari besaran-
besaran koefsien korelasi yang berkisar mendekati angka 1 (satu) dari perhitungan hubungan kedua variabel
yaitu variabel jumlah transfer DAU dengan Gagji/pensiun PNS pada seluruh propinsi di Indonesia. Dari
penelitian ini juga didapati banyak masalah yang timbul dari penerapan kebijakan tersebut, serta dapat
memacu timbulnya konflik yang berkepanjangan. Permasalahan itu muncul, baik diakibatkan dari penerapan
Kebijakan Pelimpahan Kewenangan maupun dari kebijakan Transfer DAU, dimana sangat mempengaruhi
terhadap Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke Daerah.

Studi tentang pel aksanaan desentralisasi ini, telah menghasilkan banyak kajian, akan tetapi pengkajian
secara khusus mengenai Hubungan antara Transfer Dana Alokast Umum (DAU) dengan Pengalihan
Pegawal Negeri Sipil (PNS) Dari Pemerintah Pusat Ke Daerah masih sangat jarang.

Dari penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberi sumbangan (walaupun kecil artinya) bagi
pemikiran tentang hubungan antara Transfer DAU dengan Pelimpahan PNS dari Pemerintah Pusat ke
Daerah, sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi, yang merupakan bagian dari kajian ilmu
keuangan publik. Dan dari penelitian dasar ini diharapkan dapat memacu rekan-rekan yang lain untuk
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mengkaji lebih dalam ke penelitian selanjutnya.

Penelitian ini mempergunakan metode kuantitatif dengan cara mengumpulkan data historis dengan
mengklasifikasikan data-data yang telah dipublikasikan, serta mengadakan wawancara, dan studi literatur
atau dokumentasi. Adanya wawancara dengan pejabat atau pel aksana pemerintahan, merupakan bagian dari
validas terhadap analisa yang penulis sgjikan, dengan mendasarkan pada kajian teori, kebijakan, dan
peraturanperaturan yang ada mengenai Hubungan Antara Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari
Pemerintah Pusat ke Daerah.

Pada tahap akhir, penulis mendiskusikan dan melakukan konfirmasi kepada dosen pembimbing, untuk
mendapatkan pengarahan yang lebih terfokus dalam penulisan ini.

Daam andlisis, ditemukan adanya hubungan yang positip searah dan kuat dari penerapan UU No 22 dan No
25 tahun 1999, yaitu Hubungan Antara Transfer DAU dengan Pengalihan PNS dari Pemerintah Pusat ke
Daerah , sertamempunyai implikasi yang besar dalam penerapan pengeluaran keuangan di Daerah. Akibat
berantal dari kebijakan tersebut, akan meningkatkan kesejahteraan serta meningkatkan pelayanan kepada
publik di daerah.

Adanyaimplikasi dari hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa hubungan antara transfer DAU dengan
pengalihan PNS, masih memiliki banyak kelemahan yang harus diperbaiki, terutama dalam penerapan
formulaDAU, agar tidak terjadi kesenjangan (gap) yang berarti, serta dapat menyesuaikan dalam penentuan
kebutuhan PNS dan kualitas PNS di Daerah. Dengan demikian akan mengarah pada tujuan dari kebijakan
tersebut yaitu memberikan peningkatan pelayanan kepada publik.



